PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 060/217/SETDA.OR-B TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 060/241/0OR-B
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMRINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

. a. bahwa beberapa komponen biaya mengalami perubahan

dan penambahan rincian pada uraian dalam Keputusan
Walikota Nomor 060/241/0OR-B Tahun 2018 tentang
Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Walikota Nomor 060/133/SETDA.OR-B Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor
060/241/0OR-B Tahun 2018 tentang Standar Biaya di
Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019,

sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan anggaran;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor
060/241/0R-B Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum
di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11};

. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor
060/241/0R-B Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum di
Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan
lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Walikota ini.

Hal-hal yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan
Walikota ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal, 13 Agustus 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengarn aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

S

ERIANTI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP 19630205 199603 2 002




LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 060/217/SETDA.OR-B TAHUN 2019
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2019
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

WALIKOTA NOMOR 060/241/0OR-B TAHUN 2018 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019

STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

URAIAN SATUAN ‘:;“)“ KETERANGAN
p-
2 3 4 5
1 {HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1.1. BENDAHARA UMUM DAERAH Tetap Tetap
1.2. KUASA BUD Tetap Tetap
1.3. PEMBANTU KUASA BUD Tetap Tetap
1.4. PENGGUNA ANGGARAN

Tetap Tetap Tetap
1.5. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

Tetap Tetap Tetap
1.6. PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN

Tetap Tetap Tetap

1.7. PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN PEMBANTU Orang/Bulan

Tetap Tetap Tetap
1.8. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Tetap Tetap Tetap
1.9 BENDAHARA PENGELUARAN

Tetap Tetap Tetap
1.10 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Tetap Tetap Tetap
1.11 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/STAF PENGELOLA/ PETUGAS PENGELOLA
ADMINISTRASI BELARJA PEGAWAI

Tetap Tetap Tetap
1.12 BENDAHARA PENERIMAAN

Tetap Tetap Tetap
1.13 PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN

Tetap

HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEJABAT/PANITIA PENGADAAN
BARANG/JASA

2.1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA (NON BELANJA MODAL) Tetap Tetap

Tetap
2.2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA (E-KATALOG)

Tetap Tetap Tetap
2.3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA (NON KONSTRUKSI)

Tetap
2.4. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JABA (KONSTRUKSEI)

Tetap Tctap Tetap
2.5 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

Tetap Tetap Tetap
2.6 POKJA PENGADAAN BARANG DAN JABA (NON KONSTRUKSI)

Tetap Tetap Tetap

2.7 POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)

Tetap Tetap Tetap

HONORARIUM TENAGA TEKNIS KEGIATAN/PENGELOLA TEKNIS

Tetap Tetap Tetap

HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN

‘Tetap Tetap Tetap
HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN

BARANG/JASA

Tetap Tetap Tetap

HONORARIUM KEGIATAN SWAKELOLA
6.1 TIM TEKNIS

Tetap Tetap Tetap
6.2 TIM PERSIAPAN

Tetap Tetap Tetap
6.3 TIM PELAKSANA

Tetap Tetap Tetap
6.4 TIM PENGAWAS

Tetap Tetap Tetap

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tetap Tetap Tctap




BIAYA

SATUAN KETERANGAN
I o (Rp.)
3 4 3
8 |HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
Tetap Tetap Tetap
9 |HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
Tetap Tetap Tetap
10 | HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
LPSE)
Tetap Tetap Tetap
11 |HONORARIUM PENGELOLA, DATABASE, SERVER, DAN WEBSITE
Tetap Tetap Tetap
12 |JHONORARIUM PNS/NON PNS TIM EVALUASI JAPATAN
Tetap Tetap Tetap
13 |HONORARIUM PNS8/NON PNS TIM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
Tetap Tetap Tetap
14 |/ HONORARIUM PNS8/NON PNS TIM PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tetap Tetap Tetap
15 | HONORARIUM PNS/NON PNS PETUGAS LAPANGAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tetap Tetap Tetap
16 | HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
PENGGUNA MILIK DAERAH DI PERANGKAT DAERAH
Tetap Tetap Tetap
17 {HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU MILIK DAERAH DI KELURAHAN,
SEKOLAH, PUSKESMAS, DAN UPTD {PNS/NON PNS)
Tetap Tetap Tetap
18 {HONORARIUM PETUGAS SURVEY, ANALIS JABATAN, VERIFIKATOR, DAN PETUGAS ENTRY
E-FORMASI, PENYUSUN SOP (PNS8/NON PN8S), DAN OPERATOR E-MON DAK/TP
19.1 Petugas Survey
a. Survey dengan quesioner maksimal 50 pertanyaan Orang/quesioner 7.500 Ditetapkan dengan
b. Survey harga barang/jasa Orang/Kegiatan 250.000{  geputusan Walikota
19.2 Analis Jabatan Orang/Jabatan 80.000 dan/atau
19.3 Verifikator Evaluasi Jabatan/Analisis Jabatan/Analisis Beban Kerja/Standar Kompetensi Orang/Jabatan 70.000
keputusan Kepala
Jabatan
19.4 Petugas Entry E-Formasi Orang/Jabatan 60.000 Perangkat Daerah
19.5 Penyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) Orang/SOP 60.000
19.6 Operator c-Mon DAK/TP Orang/Bulan 350.000
19 |HONORARIUM TIM PENILAI RESENSI BUKU
Tetap Tetap Tetap
20 |HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT
Tetap Tetap Tetap
21 | HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS DAN MODERATOR
Tetap Tetap Tetap
22 | HONORARIUM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Tetap Tetap Tetap
23 | HONORARIUM PETUGAS PENUNJAKG KEGIATAN
Tetap Tetap Tetap
24 | HONORARIUM PENYELENGGARA WORKSHOP/ SEMINAR/RAKOR/ SOSIALISASI BERSKALA
PROPINSI/NASIONAL/ INTERNASIONAL
Tetap Tetap Tetap
25 | HONORARIUM PENYULUH NON PNS DENGAN PERJANJIAN KERJA
Tetap Tetap Tetap
26 |HONORARIUM TENAGA HONOR/SEJENISNYA (NON PNS)
26.1 Dokter Spesialis Orang/Bulan 2.500.000 |  gontrak ditetapkan
26.2 Dokter Umum/Gigi oB 2.300.000 | pleh Kepala Perangkat
26.3 'I‘ cnag'a Administrasi/Perawat/Bidan dan tenaga kesehatan lainnya/Fasilitator/Tenaga oB 1.600.000 Daerah diketahui
Terapis
26.4 Pengemudi/Satpam/Pramusaji/Pramu Kebersihan/Petugas Pertamanan/Jaga Malam OB 1.500.000 Walikota
PD/Tenaga teknis tertentu
26.5 Pramubakti dirumah Jabatan Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, dan SEKDA) OB 1.800.000
26.7 Petugas Teknis di UPT di Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan/Petugas PJU oB 1.500.000
26.8 Petugas Persampahan di UPT Pengelolaan Sampah OB 2.000.000
27 |HONORARIUM PENGELOLA SIPKD
Tetap Tetap Tetap
28 |HONORARIUM PENGELOLA ABSENSI SIDIK JARI
Tetap Tetap Tetap
29 |HONORARIUM PENGELOLA DAN PEMELIHARA APLIKASI
29.1 Admin Orang/Bulan 150.000
29.2 Sub Admin Orang/Bulan 100.000




BIAYA

NO URAIAN SATUAN Rp.) KETERANGAN
1 2 3 4 5
30 | HONORARIUM PELAKSANAAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
Tetap Tetap Tetap
31 | HONORARIUM PENYUSUNAN BUKU
Tetap Tetap Tetap
32 |SATUAN BIAYA BAGI AJUDAN DAN SUPIR/PENGEMUDI DALAM MENDAMPINGI
PERJALANAN DINAS PIMPINAN
Tetap Tetap Tetap
33 |SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Tetap Tetap Tetap
34 |SATUAN BIAYA UANG LEMBUR
Tetap Tetap Tetap
35 |BATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT
Tetap Tetap Tetap
36 |SATUAN BIAYA AKOMODASI NARASUMBER
Tetap Tetap Tetap
37 [SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PENJEMPUTAN TAMU
Tetap Tetap Tetap
38 |SATUAN BIAYA PETUGAS TEKNIS UPT PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN
PNS/NON PN8S
Tetap Tetap Tetap
39 |SBATUAN BIAYA SUPLEMEN (EKSTRA FOODING) PADA UPT KEBERSIHAN, RSUD dr. ABDUL
AZIS, DAK UPT.RUMAH POTONG HEWAN
39.1 Di UPT KEBERSIHAN (petugas lapangan) dan UPT Rumah Potong Hewan
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Orang/Bulan 85.000
b. Non PNS/Pegawai Kontrak OB 150.000
39.2 DiRSUD dr. ABDUL AZIS
Petugas kebersihan sampah medis (Non PNS/Pegawai Kontrak) OB 100.000
40 |SATUAN BIAYA JASA JARINGAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKHNOLOGI
PNS/NON PNS
Tetap Tetap Tetap
41 |SATUAN BIAYA JASA PENGELOLA CONTENT DIGITAL
Tetap Tetap Tetap

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

=

ERIANTI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP 19630205 199603 2 002

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE




I.AMPIRAN 1[I

KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR  :060/217/SETDA.OR-B TAHUN 2019
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN  WALIKOTA NOMOR 060/241/0R-B
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

TAHUN 2019

STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO URAIAN SATUAN BIAYA (Rp.) KETERANGAN
1 2 3 4 5
1 |SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KOTA Tetap Tetap
2 |SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR PNS/NON PNS MENJADI SAKSI DALAM Tetap Tetap
PERKARA HUKUM
3 |SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN/TAMU
3.1 Pelaksanaan di Kantor/Gedung Pertemuan Pemerintah/Swasta
a. Makan
- Nasi Kotak Orang/Kali 30.000
- Nasi prasmanan Orang/Kali 35.000 Konsumsi makan
- Nasi Prasmanan khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, SEKDA) Orang/Kali 50.000 prasmanan pada
b. Kudapan (snack) termasuk minuman drapat/ kegiatan/ tamu_
- Snack kotak Orang/Kali 10.000 engan sangat selektif
. menggunakan standar
- Snack /kopi atau teh Orang/Kali 12.500 hotel diluar daerah
- Snack Ruangan VVIP Orang/Kali 35.000| singkawang dan/ atau Kota
Singkawang
3.2 Pelaksanaan di Hotel/Restoran secara paket (Penyediaan oleh Pihak
Hotel/Restoran)
a. Hotel Melati/Restoran
- Makan Orang/Kali 75.000] Untuk pesanan makanan
. dilaksanakan diluar
- K o Kal 5.000] ¥
Kuda;?an (anack) rang/Kali 3 daerah disesuaikan
b. Hotel Bintang 1 dengan tagihan dari
- Makan Orang/Kali 85.000 penyedia
- Kudapan (snack) Orang/Kali 40.000
c. Hotel Bintang Ii Paket Fullday dan
; Fullboard yang
- Makan Orang/Kali 95.0000  gilaksanakan di hotel
- Kudapan (snack) Orang/Kali 45.000| singkawang dan/atau
d. Hotel Bintang I ) diluar daerah Kota
- Makan Orang/Kali 175.000| Singkawang menggunakan
i 75.000 standar yang ditetapkan
- Kudapan {snack) Orang/Ka . oleh pihak hotel
3.3 Pelaksanaan di rumah jabatan Walikota/Wakil Walikota
a. Makan Orang/Kali 75.000
b. Kudapan (snack) OK 35.000
4 |SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN
Teta;
Tetap Tetap etap
5 |SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN
Teta
Tetap Tetap etap
6 |SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN
DINAS (USIA KENDARAAN 5 TAHUN KE ATAS)
Teta
Tetap Tetap etap
7 |SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
Teta
Tetap Tetap etap
8 |SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT
8.1 Eselon Il b (Kepala Perangkat Daerah) Unit 475.917.000
8.2 Eselon Il a Kepala PD Unit 265.000.000
9 |SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN
ATAU LAPANGAN
Tetap Tetap Tetap
10|SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
Tetap Tetap Tetap
11|SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DEREK
Tetap Tetap Tetap




NO URAIAN SATUAN BIAYA (Rp.) KETERANGAN
1 3 3 4 5
12 (SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/RUANG PERTEMUAN (SWASTA)
Tetap Tetap Tetap
13| HONORARIUM INSTRUKTUR SENAM Tetap Tetap
14 HONORARIUM NARASUMBER PNS/NON PNS (PAKAR/ PRAKTISI/ Tetap Tetap

PEMBICARA KHUSUS/AKADEMIS]I) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/ RAKOR/
SOSIALISAS]/ DISEMINASI/ FGD/ KEGIATAN SEJENIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

<=

ERIANTI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP 19630205 199603 2 002

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE




LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTASINGKAWANG
NOMOR :060/217/SETDA.OR-B TAHUN 2019

TANGGAL: 13 AGUSTUS 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 060/241/0R-B
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2019

PENJELASAN STANDAR BIAYA

A.STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI (LAMPIRAN I)

1.

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN,
diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas tambahan selaku
Penanggung jawab Pengelola keuangan yaitu :

1.1 | Tetap

1.2 | Tetap

1.3 | Tetap

1.4 | Tetap

1.5 | Tetap

1.6 | Tetap

1.7 | Tetap

1.8 | Tetap

1.9 | Tetap

1.10 | Tetap

1.11 | Tetap

1.12 | Tetap

HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT/PANITIA
PENGADAAN BARANG/JASA.

» | Tetap

» | Tetap

» | Tetap

HONORARIUM TENAGA TEKNIS KEGIATAN/PENGELOLA TEKNIS.

Tetap

HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN.

Tetap

HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA.

Tetap

HONORARIUM KEGIATAN SWAKELOLA.

Tetap




HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN.

Tetap

8. | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN.
Tetap

9. | HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN.
Tetap

10. | HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK (LPSE).
Tetap

11. | HONORARIUM PENGELOLA DATABASE, SERVER, DAN WEBSITE
Tetap

12. | HONORARIUM PNS/NON PNS TIM EVALUASI JABATAN
Tetap

13. | HONORARIUM PNS/NON PNS TIM PELAKSANAAN PENGADAAN
TANAH.
Tetap

14. | HONORARIUM PNS/NON PNS TIM PELAKSANAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL.
Tetap

15. | HONORARIUM PNS/NON PNS PETUGAS LAPANGAN PENGELOLA
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Tetap

16. | HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU
PENGURUS BARANG PENGGUNA MILIK DAERAH DI PERANGKAT
DAERAH.
Tetap

17. | HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU MILIK DAERAH
DI KELURAHAN, SEKOLAH, DAN UPTD (PNS/NON PNS).
Tetap

18. |HONORARIUM PETUGAS SURVEY, ANALIS JABATAN, VERIFIKATOR,

DAN PETUGAS ENTRY E-FORMASI, OPERATOR E-MON DAK/TP, DAN
PENYUSUN SOP (PNS/NON PNS)

Tetap




19.

HONORARIUM TIM PENILAI RESENSI BUKU

Tetap

20.

HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Tetap

21.

HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS DAN MODERATOR

Tetap

22.

HONORARIUM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

Tetap

23. | HONORARIUM PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN.
Tetap

24. | HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN WORKSHOP/SEMINAR/
RAKOR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA PROVINSI/ NASIONAL/
INTERNASIONAL.
Tetap

25. | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN
PERJANJIAN KERJA.
Tetap

26. | HONORARIUM TENAGA HONOR/SEJENISNYA (NON PNS)
Tetap

27. | HONORARIUM PENGELOLA SIPKD.
Tetap

28. | HONORARIUM PENGELOLA ABSENSI SIDIK JARI.
Tetap

29. | HONORARIUM PENGELOLA DAN PEMELIHARA APLIKASI.
Diberikan kepada PNS/Non PNS yang mempunyai tanggungjawab
mengelola dan memelihara aplikasi pada unit kerjanya ditetapkan dengan
Keputusan walikota dan/atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

30. | HONORARIUM PELAKSANAAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL
DAN FUNGSIONAL
Tetap

31. | HONORARIUM PENYUSUNAN BUKU

Tetap




32.

SATUAN BIAYA BAGI AJUDAN DAN SUPIR/PENGEMUDI DALAM
MENDAMPINGI PERJALANAN DINAS PIMPINAN .

Tetap

33.

SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Tetap

34.

SATUAN BIAYA UANG LEMBUR

Tetap

35.

SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT

Tetap

36.

SATUAN BIAYA AKOMODASI NARASUMBER

Tetap

37.

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PENJEMPUTAN TAMU.

Tetap

38.

SATUAN BIAYA PETUGAS TEKNIS UPT PEMELIHARAAN RUTIN JALAN
DAN JEMBATAN PNS/NON PNS.

Tetap

39.

SATUAN BIAYA SUPLEMEN (EKSTRA FOODING) PETUGAS
PERSAMPAHAN.

Tetap

40.

SATUAN BIAYA JASA JARINGAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKHNOLOGI PNS/NON PNS.

Tetap

41.

SATUAN BIAYA JASA PENGELOLA CONTENT DIGITAL.

Tetap




B. STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
(LAMPIRAN II)

SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA

Tetap

SATUAN BIAYA TRANSPORT PNS/NON PNS MENJADI SAKSI DALAM
PERKARA HUKUM

Tetap

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN/TAMU

Tetap

SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

Tetap

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN

Tetap

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN
DINAS

Tetap

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Tetap

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

Tetap

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR
DAN/ATAU LAPANGAN

Tetap

10.

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

Tetap

11.

SATUAN BIAYA SEWA DEREK

Tetap

12.

SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/RUANG PERTEMUAN

Tetap




13. | SATUAN BIAYA INSTRUKTUR SENAM

Tetap

14. | HONORARIUM NARASUMBER PNS/NON PNS (PAKAR/PRAKTISI/
PEMBICARA KHUSUS/AKADEMISI) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/
RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/ KEGIATAN SEJENIS.

Tetap

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

i

ERIANTI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP 19630205 199603 2 002
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